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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme antara lain:

a. Akibat terhadap kematian atau cacat fisik.

b. Akibat terhadap mental dan sosial.

c. Akibat terhadap sarana dan prasarana.

d. Akibat terhadap perekonomian.

e. Akibat terhadap hubungan internasional

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak
pidana trorisme antara lain:

a. Dari sisi non-yuridis, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,
menimbulkan kerugian secara fisik maupun non-fisik dan berdampak buruk pada
semua sendi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dapat dianggap
sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime),

b. Dari sisi yuridis pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003, yaitu:

1) Unsur subjektif, yaitu setiap orang, dengan sengaja, menggunakan kekerasan
atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap
orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

2) Unsur objektif yaitu, merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta

benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap
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obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik

atau fasilitas internasional.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan
saran sebagai berikut:

1. Guna penanggulangan terorisme yang mempunyai dampak negatif, maka Pemerintah
harus meningkatkan keamanan dan rasa tentram di masyarakat dengan mengikut
sertakan masyarakat di dalamnya. Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin
mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dan berusaha semaksimal
mungkin memperkecil jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dengan
masyarakat yang miskin, karena Hal ini bisa berakibat terjadinya kecemburuan dan
rasa terisolasi yang berdampak negatif dalam pencarian jati diri seseorang.

2. Hakim harus selektif, jeli dan teliti dalam penanganan kasus terorisme khususnya
dalam memutus pidana mati, karena dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum,
banyak pro dan kontra penjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana
terorisme. Hukuman mati melanggar HAM dan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 28 A
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan
kehidupannya. Selain alasan tersebut juga dirasakan oleh pendapat umum, bahwa
hukuman mati tidak dapat diperbaiki lagi apabila dikemudian hari terbukti bahwa
putusan hakim keliru atau terjadi peradilan yang sesat.

3. Dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia bukan merupakan pekerjaan yang

mudah, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik, dengan memberikan
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informasi yang benar terhadap suatu aksi terorisme. Kunci dan permasalahannya
terorisme adalah kesepakatan dan konsistensi di Indonesia untuk menyelesaikannya.
Penanggulangan terorisme tidak hanya dengan cara pendekatan secara hukum, akan

tetapi penanggulangannya juga harus dengan cara pendekatan sosial.
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